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PENETAPAN
Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang
disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik antara:

HAMBALI BIN H. HANAFI, kewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Hotel), pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Perum Beranda Garden Palm V No. 21, Taman
Mumbul Nusa Dua, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Benoa,
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
hambalil3va@gmail.com, sebagai PEMOHON;

melawan

BAIQ NOVA RYAERVYANA BINTI LALU BETHRISNHO, kewarganegaraan
Indonesia, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Adi
Sucipto Gang Perjuangan Baturaja, RT.006/RW 023, Kel/Desa
Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Agustus 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik
melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan
register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 14 Agustus 2024, yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Ahad, tanggal 16
Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/25/X/2016, tertanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama
sebagai suami isteri di Perum Beranda Garden Palm V No. 21, Taman
Mumbul Nusa Dua, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama 7 (tujuh) tahun dan menjadi tempat
tinggal terakhir;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alea Jelita binti Hambali,
perempuan, lahir di Mangupura, tanggal 8 Desember 2019, dan saat ini
anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekira bulan Januari 2023,
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis
serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

e Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan mengunjungi
teman bahkan pernah ijin pergi ke Lombok selama 1 bulan;
e Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan

Agustus 2023, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama
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yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun
tanpa ada nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan
Termohon bahkan keluarga Termohon menghendaki Pemohon mengurus
perceraian Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon
diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Badung Cqg. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberiizin kepada Pemohon (Hambali bin H. Hanafi) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Nova Ryaervyana binti Lalu
Bethrisnho) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /
Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
tempat tinggal Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata
ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara
ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar
mempertimbangkan kembali permohonannya, dan upaya Hakim Tunggal
tersebut berhasil, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk
mencabut permohonannya secara lisan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari
Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas;
Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim
Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk
melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;
Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik
sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah
mengenai Cerai Talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Talak yang diajukan
oleh Pemohon yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung
yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /
Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
tempat tinggal Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131
Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya

secara maksimal menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali
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permohonannya, dan upaya Hakim Tunggal tersebut berhasil, kemudian
Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara
lisan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal
4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk
sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut
permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perdamaian telah tercapai,
sedangkan perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa

sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi:

20

£ 2 ot e g

Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir”;
maka perbuatan yang baik itu haruslah mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan untuk
mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban maka
permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan
dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo.
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk
mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register
perkara maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
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Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
141/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang
disidangkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu
oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;
Hakim Tunggal
ttd
Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.
Panitera Pengganti
ttd

Yulinah Tusriati, S.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 29.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
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